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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pidana dari petugas pemasyarakatan terhadap narapidana 

yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut KUHP) dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 4 

(empat) tahun, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 426 ayat (1) 

KUHP. Penerapan pasal ini dikarenakan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 

426 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan kedua petugas 

pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang dan Jems Mandowen selaku petugas 

Pemasyarakatan Lapas Kelas II Abepura Papua. Selain pidana penjara, 

terhadap mereka juga dapat diterapkan sanksi hukuman disiplin pegawai negeri 

sipil yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

pegawai negeri sipil, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c 
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2. Upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari 

dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali 

adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) 

dari tindakan menerima suap dan wilayah birokrasi bersih melayani 

(selanjutnya disebut WBBM), petugas pemasyarakatan melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan SOP, peningkatan layanan kunjungan berbasis IT seperti 
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memberikan layanan registrasi online bagi mereka yang akan berkunjung, 

sarana dan prasarana pelayanan, layanan larangan peredaran uang di dalam 

Lapas dan layanan pengamanan dan ketertiban. 

 

B. Saran 

        Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini, adalah : 

1. Aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum bagi petugas 

pemasyarakatan yang terlibat pelarian narapidana dalam Lapas, sepatutnya 

benar-benar tegas memberikan sanksi yang dapat membuat oknum petugas 

pemasyarakatan yang melanggar kode etik maupun hukum pidana, diberikan 

sanksi yang sepadan atas dasar dari perbuatannya. 

2. Perlu adanya peningkatan pengawasan di dalam Lapas sehingga diharapkan 

dengan peningkatan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari 

petugas pemasyarakatan. 
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